
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.LB  
 

 

PUTUSAN 

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.LB 

 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  

PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:  

JENDRIA HARVINA BINTI SUHARLI, NIK 3202166901870003, tempat 

tanggal lahir Padang, 29 Januari 1987, umur 35 

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat 

tinggal di Perumahan Nelayan Jorong Pasia 

Tiku, Kenagarian Tiku Selatan, Kecamatan 

Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam; 

      Penggugat; 

melawan 

FIRMAN HIDAYAT BIN TAMAR, NIK 3202162906850002, tempat 

tanggal lahir,  Lubuk Basung, 29 Juni 1985, 

umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, 

pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Pasa 

Sabalah, Korong Padang Karambia, 

Kenagarian Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai 

Limau, Kabupaten Padang Lubuk Basung; 

  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal  3 Januari 2023  

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung Nomor 

4/Pdt.G/2023/PA.LB, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut: 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, 

menikah pada tanggal 03 Oktober 2009, sebagaimana dari Kutipan Akta 

Nikah Nomor: 234/II/X/2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan 

Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 

09 Oktober 2009; 

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di Desa 

Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa barat. 

selama lebih kurang 6 (Enam) tahun, kemudian sering berpindah -pindah, 

terakhir membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di 

Perumahan Nelayan Jorong pasia Tiku, Kelurahan Tiku Selatan, Kecamatan 

Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam.  Sampai berpisah ; 

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul 

sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak: 

3.1 Khalil Maulid Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 14 April 2010; 

3.2 Jeyhan Magribil Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 16 April 2014; 

3.3 Al fatih Rasky Hidayat, Laki-laki, Lahir tanggal 18 Oktober 2019 

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun 

dan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 mulai tidak rukun dan tidak 

harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 

karena: 

4.1 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah lahir Penggugat, 

sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat Ikut 

Bekerja; 

4.2 Tergugat sering tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat; 

4.3 Tergugat Sering melakukan kekerasan seksual kepada penggugat, 

sehingga penggugat jatuh pingsan, Pada Saat Pingsan tidak ada upaya 

dari tergugat Mengobati/ Mebawa Penggugat ke Rumah sakit untuk 

melakukan pertolongan pertama agar penggugat sadar ; 

4.4 Tergugat sering melibatkan anak-anak dalam setiap pertengkaran atau 

perselisan dengan penggugat ;  

4.5 Bahwa kedua belah Pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, 

tetapi tidak berhasil karena Penggugat Tetap pada prinsipnya untuk 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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bercerai. hal tersebut diakibat oleh tidak adanya Itikad baik dari Tergugat 

untuk membina rumah Tangga ;  

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat terjadi pada bulan Mei 2022, karena Tergugat Membanting 

Handphone yang sedang digunakan Penggugat untuk menghubungi 

keluarga/Family yang lagi terkena musibah, Tanpa alasan yang jelas maka 

ketika itu terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan 

Tergugat, yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, 

sekarang Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat di 

Perumahan Nelayan Jorong Pasia Tiku, Kenagarian Tiku Selatan, 

Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam sedangkan Tergugat 

sekarang tinggal di Pasa sabalah, Korong Padang Karambia, Kenagarian 

Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman; 

6. Bahwa semenjak bulan Mei 2022 tersebut antara Penggugat dengan 

Tergugat sudah tidak tinggal bersama Lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya; 

7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 : Dalam hal 

terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau 

belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang 

sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah 

atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya 

pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”  

Namun oleh karena Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai sosok teladan 

bagi anak (Tergugat sebagai seorang ayah yang tidak memberikan 

perhatian kasih sayang dan pendidikan yang baik bagi anak, Penggugat 

sangat mengkhawatirkan masa depan anak baik secara perhatian/ kasih 

sayang, pendidikan, moral dan akhlaknya. Maka demi kepentingan tersebut, 

Penggugat memohon hak asuh terhadap anak yang bernama Khalil Maulid 

Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 14 April 2010 yang hak asuh anak diberikan 

dibawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya. 

8. Bahwa Penggugat ingin menetapkan hak asuh anak dari ketiga anak 

Penggugat dan Tergugat karena takutnya kurangnya kasih sayang dan 

Perhatian Tergugat terhadap ketiga anak Penggugat; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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9.  Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat 

untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon 

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan 

menerima dan memeriksa perkara ini; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon 

kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim 

Pengadilan Agama tersebut dengan Amar  sebagai berikut : 

Primer : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Firman Hidayat Bin Tamar) 

terhadap Penggugat (Jendria Harvina Binti Suharli); 

3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas Anak-anak 

yang bernama : 

3.1 Khalil Maulid Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 14 April 2010 

3.2 Jeyhan Magribil Hidayat, laki-laki, lahir tanggal 16 April 2014 

3.3 Al fatih Rasky Hidayat, Laki-laki, Lahir tanggal 18 Oktober 2019 ; 

Dengan tetap memberikan Hak Akses kepada Tergugat untuk mengunjungi 

Ketiga anak  Tersebut; 

4. Membebankan Biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan Peraturan 

yang berlaku. 

Subsider: 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil -

adilnya (ex aequo et bono); 

 Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 

menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk 

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara 

resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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  Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan 

mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap 

pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; 

 Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang 

menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, 

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan 

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali tuntutan 

yang mengenai hak asuh anak dicabut oleh Penggugat; 

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena 

Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;  

 Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 234/II/X/2009, tanggal 09 Oktober 

2009, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Fotokopi 

tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan 

ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (P); 

B. Saksi: 

1. Mustopa Abdul Hakim bin Baharuddin. Saksi adalah saudara sepupu 

Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai 

berikut: 

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Jendria 

Harvina dan Tergugat bernama Firman Hidayat ; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri 

menikah pada tahun 2009; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

Desa Cicurug, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Provinsi 

Jawa barat. selama lebih kurang 6 (Enam) tahun, kemudian sering 

berpindah-pindah, terakhir membina rumah tangga di rumah 

orangtua Penggugat di Perumahan Nelayan Jorong pasia Tiku, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Kelurahan Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten 

Agam;  

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun 

dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan 

Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan 

pertengkaran; 

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan 

Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab 

terhadap nafkah Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hari Penggugat bekerja, Tergugat tidak jujur dalam masalah 

keuangan, dan Tergugat kasar, sering melakukan kekerasan kepada 

Penggugat; 

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat bertengkar; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 

bulan Mei 2022 selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai 

sekarang;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak 

berhasil; 

2. Neni Putri Wahyuni binti Khaidir. Saksi adalah adik kandung 

Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah 

sebagai berikut: 

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;  

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya 

rukun dan harmonis, tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat 

dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan 

dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dapat memberi 

nafkah secara layak kepada Penggugat dan Tergugat kurang 

perhatian kepada Penggugat; 

- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan 

Tergugat bertengkar; 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 

lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang;  

- Bahwa Penggugat tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh 

wilayah Indonesia, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, 

namun tidak berhasil; 

 Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin 

bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;  

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana diuraikan di atas; 

 Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa 

dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, 

Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan 

wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat 

telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya 

tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu 

menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus 

diperiksa secara verstek;  

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan 

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir 

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 

125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat 

agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha 

tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. 

Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di 

persidangan; 
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Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini 

adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan 

alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 

sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara; 

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat 

didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;  

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan 

yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang 

berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat 

tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan 

Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka 

kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P serta menghadirkan dua orang 

saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai 

berikut: 

Menimbang, bahwa bukti P.1,  berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas 

nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh 

pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta 

distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 ayat (1) 

huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah 

pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo 

Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi 

tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 berhubungan langsung dengan perkara a 

quo, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri , 

serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, 

Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti 

surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh 
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karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami 

istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak 

yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio); 

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat 

Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; 

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan 

secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh 

karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi 

syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat 

(1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi 

Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang 

dekat dengan Penggugat dan Tergugat serta telah mendukung dalil-dalil 

gugatan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Oleh 

karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi 

persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., 

sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua 

Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh 

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi 

Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai 

berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; 

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering 

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang 

bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat kurang jujur dan 

Tergugat kasar sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga; 
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3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama sejak bulan 

Mei 2022, lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang; 

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim 

memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo.  

dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena 

alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” 

dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa 

Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Oktober 

2009 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur 

tersebut telah terpenuhi; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi 

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 

rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan 

bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat kurang 

bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat kurang jujur dan 

Tergugat kasar sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan 

tersebut semakin memuncak yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat 

pisah rumah sejak bulan Mei 2022 sudah 7 (tujuh) bulan yang lalu, yang pergi 

meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, meskipun pihak keluarga 

sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga 

tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan 

telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi 

selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta 

antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022 sudah 7 

(tujuh) bulan yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat 

sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi 
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komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala 

perselisihan dalam rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan antara 

Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah 

tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, 

sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun 

Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan 

menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa 

ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah 

hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim 

dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan 

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah 

terpenuhi; 

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat 

dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken 

marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan 

kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka 

karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis 

Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat  tersebut 

tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya 

perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah 

Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim 

melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah 

tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat  

pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling 

menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam 

mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, 

karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya 

dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam 

surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga 

yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku 

pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, 

saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi 

berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar 

kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan 

norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk 

menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar’i 

yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari: 

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi: 

طلقة   القاضي   عليه  طلق   لزوجها   الزوجة   رغبة   عدم   اشتد   وإذا   

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya 

maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu; 

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi: 

  العشرة   دوام   معه   يطاق  لا   مما   الايذاء   وكان   الزوج   اعتراف  أو   الزوجة  ببينة   القاضي   لدى   دعواها   ثبتت   فإذا 

بائنة   طلقة   طلقها   بينهما   الاصلاح  عن   القاضي   وعجز   أمثالهما  بين    

Artinya: apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti 

dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal 

yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang 

pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan 

kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan 

talak ba’in; 

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi: 

المصالح  جلب   على   مقدم   المفاسد   درء   

Artinya: Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar 

kemaslahatan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 

atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis 

menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat 
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(1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak 

ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang 

diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) 

huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum 

Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan 

gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya 

dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 

(dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian 

pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c 

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu 

ba’in sughra; 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama 

Lubuk Basung adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah 

tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh 

melakukan akad nikah baru; 

Biaya Perkara 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang 

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 

2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i 

yang berkaitan dengan perkara ini; 

Amar Putusan 

MENGADILI 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat  secara verstek; 
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3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Firman Hidayat Bin Tamar) 

terhadap Penggugat (Jendria Harvina Binti Suharli); 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).  

Penutup   

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan 

dengan tanggal 18 Jumaidil akhir 1444 Hijriah oleh kami Osvia Zurina, S.H.I, 

Ketua Majelis, Ayu Mulya, S.H.I., M.H.. dan Derry Damayanti, S.H.I. masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang 

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan 

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Rini Anggawati, S.H. sebagai 

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Ketua Majelis,  

Ttd 
Osvia Zurina, S.H.I 

Hakim Anggota, 

Ttd 
Ayu Mulya, S.H.I., M.H.. 

Ketua Majelis, 

Ttd 
Derry Damayanti, S.H.I. 

     Panitera Pengganti 
      Ttd 
     Rini Anggawati, S.H. 

 

Perincian biaya: 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

1. Pendaftaran 

 2. Proses 

Panggilan 

PNBP Panggilan 

Redaksi   

Meterai 

J u m l a h 

Rp.  30.000,00 

Rp.  50.000,00 

Rp.332.000,00 

Rp.  20.000,00 

Rp.  10.000,00 

Rp.  10.000,00 

Rp 452.000,00 

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) 

 

       Lubuk Basung, 11 Januari 2023 

     Salinan sesuai dengan aslinya, 
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   Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung 

 

 

           Rahmad Mulyadi, S.H 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15


